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MOTTO 
 
“Sesungguhnya bersama kesulitan itu 
ada kemudahan”  
(QS. Al-Insyirah : 5-6)  
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KATA PENGANTAR  
Alhamdulillah robbril’alamiin, Maha Agung Allah SWT dengan segala 
kebesaran-Nya dan segala puji hanya untuk-Nya yang merahmati semua makhluk 
dengan segenap kasih dan sayang tiada henti, berkat rahmat-Nya penulis dapat 
menyelesaikan skripsi yang berjudul “EKSISTENSI BADAN KEHORMATAN 
DALAM MENUNJANG FUNGSI DPRD” .  
Pelaksanaan sistem demokrasi tidak langsung dalam kerangka pemerintahan 
daerah di Indonesia adalah melalui DPRD.Dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah (DPRD) memegang peranan yang sangat penting dalam penyelenggaraan 
pemerintahan daerah, karena penyelenggaraan pemerintahan di daerah diserahkan 
kepada Kepala Daerah dan DPRD. Pemikiran demokrasi mengakibatkan jalannya 
roda pemerintahan harus sesuai dengan keinginan atau aspirasi rakyat, sesuai Dalam 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (2) 
secara tegas mengisyaratkan bahwa Indonesia mengakui kedaulatan rakyat. Dengan 
kata lain, pemerintah yang berkuasa harus mendapatkan legitimasi atau pengakuan 
dari rakyat. Dalam sisitem pemerintahan Indonesia, legitimasi rakyat tersebut 
diwakilkan kepada para wakil rakyat yang duduk di DPR RI pada tingkat pusat dan 
DPRD pada tingkat daerah. Dalam sistem representative democracy atau demokrasi 
perwakilan memang partisipasi rakyat yang berdaulat, disalurkan melalui 
pemungutan suara rakyat untuk membentuk lembaga perwakilan. 
Dalam pelaksanaan mandat rakyat, dewan selayaknya dapat menghasilkan 
keputusan politik/ kebijakan publik yang berdampak positif melalui instrument 
fungsi-fungsi DPRD, yaitu fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. Semua 
pelaksanaan fungsi tersebut merupakan inti dari politik perwakilan. DPRD sebagai 
representasi rakyat menjalankan amanah perwakilan, yang mengharuskan seorang 
wakil rakyat bersikap dan bertindak sesuai dengan kehendak rakyat.Dengan demikian 
maka perilaku dari anggota DPRD mencerminkan seorang wakil rakyat, sehingga 
dapat melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai yang diamanatkan dalam Undang-
Undang. Mengingat bahwa tidak ada lembaga yang dapat mengontrol perilaku 
anggota DPRD maka diperlukan adanya keberadaan Badan Kehormatan.Dalam 
menjalankan tugas dan wewenangnya, DPRD dilengkapi dengan alat kelengkapan 
dewan, yang salah satunya adalah Badan Kehormatan. 
Eksistensi BK dalam penegakan kode etik sangatlah penting guna menjaga 
etika dan moral Anggota DPRD sebagai wakil rakyat.Dalam hal ini implementasi 
fungsi Badan Kehormatan diartikan dengan bagaimana pelaksanaan atau penerapan 
fungsi Badan Kehormatan dalam penegakan kode etik di DPRD. BK berwenang 
untuk melaksanakan pengawasan dan kontrol terhadap DPRD.Pengawasan dan 
kontrol dalam hal ini adalah pengawasan kontrol internal terhadap DPRD.Anggota 
DPRD merupakan para wakil rakyat yang dipilih melalui pemilihan umum. Kode etik 
profesi tersebut terwujud dalam tata tertib dan kode etik DPRD.Dalam menjalankan 
tugas dan wewenangnya.Tata tertib sebagai aturan normatif di DPRD serta  kode etik 
sebagai batas-batas aturan main anggota dewan. Kode Etik DPRD merupakan 
keberlanjutan dari Tata Tertib DPRD. Meskipun dalam kelembagaan DPRD telah 
dilengkapi dengan BK namun saat ini banyak hal hal buruk yang mewarnai kiprah 
DPRD dalam pelanggaran kode etik 
Penelitian ini menggunakan metode yuridis normative dan merupakan jenis 
penelitian deskriptif analisis. Dalam hal ini penulis mecoba untuk mengetahui dan 
mengkaji eksistensi BK  DPRD dalam menunjang fungsinya. Serta untuk mengetahui 
bagaimana perkembangan pengaturan mengenai eksistensi BK.  
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa eksistensi BK sangat diperlukan. 
Dalam hal ini keberadaan BK merupakan hal yang sangat penting, mengingat tidak 
adanya lembaga lain yang berfungsi mengawasi, mengontrol serta menegakan kode 
etik anggota dewan. Namun, sangat disayangkan bahwa yang menjadi salah satu 
hambatan internal BK ini tercermin dari kelemahan para anggota BK yang juga 
berasal dari internal DPRD yang tentu saja memiliki kecenderungan subjektif dalam 
penyelenggaraan tugas dan kewenangannya. Oleh karena itu eksistensi BK DPRD 
perlu diperkuat dengan adanya unsur dari luar DPRD untuk menjamin independensi 
lembaga tersebut.  
Pada penelitian ini, saran yang dapat diberikan peneliti terkait dengan 
Eksistensi BK yakni: Bagi anggota Badan Kehormatan seyogyanya perlu adanya 
peningkatan pengetahuan. Bagi seorang anggota Badan Kehormatan idealnya 
menguasai Filsafat Politik, Filsafat Hukum dan Ilmu Hukum sebagai bentuk refleksi 
mendalam yang memungkinkan kehidupan politik mengungkap struktur-struktur, 
makna, dan nilainya secara etis sehingga kesadaran akan etika dapat terwujud dengan 
baik.. Selain itu Dalam rangka memberi pertimbangan bagi Badan Kehormatan agar 
memperoleh putusan yang objektif, maka hendaknya perlu diatur adanya unsur-unsur 
yang melibatkan pihak-pihak lain diluar anggota DPRD itu sendiri. Sehingga 
mekanisme pengawasan yang berbasis etika dapat terwujud lebih independen dan 
objektif. Oleh karena itu diharapkan nantinya Badan kehormatan mampu berperan 
tidak hanya sekadar menjadi lembaga penjaga moral dan integritas anggota DPRD 
melainkan juga menjadi mekanisme internal untuk menegakkan kode etik.  
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ABSTRAK 
EKSISTENSI BADAN KEHORMATAN DALAM MENUNJANG FUNGSI 
DPRD  
Sesuai dengan amanat Undang Undang Nomor 42 Tahun 2014 Tentang Perubahan 
atas Undang Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD 
menyebutkan bahwa Badan Kehormatan merupakan salah satu alat kelengkapan dewan. 
Anggota DPRD Kabupaten/kota melaksanakan wewenang dan tugas lain sesuai peraturan 
perundang-undangan termasuk tentang kode etik. Kode etik anggota dewan sangat 
dibutuhkan, hal ini berfungsi untuk memberi batasan terhadap anggota dewan agar tidak 
terjadi penyalahgunaan kekuasaan.  Pentingnya eksistensi Badan Kehormatan DPRD ini 
menjadi dasar dilakukannya penelitian yang akan dikaji, yaitu dengan permasalahan : 
bagaimana eksistensi Badan Kehormatan dalam menunjang fungsi DPRD.  Penelitian ini 
menggunakan metode penelitian hukum normatif maka ditemukan hasil bahwa Eksistensi 
Badan Kehormatan DPRD sangat dibutuhkan jika melihat pada Undang Undang Nomor 42 
Tahun 2014, mengingat Badan Kehormatan merupakan lembaga yang bertugas mengawal 
dan menegakan kode etik para aggota dewan. Namun saat ini Badan Kehormatan belum 
memiliki independensi yang kuat jika dilihat dari sisi kelembagaannya. Hal ini dikarenakan 
anggota Badan Kehormatan merupakan bagian dari angggota DPRD itu sendiri, sehingga 
memiliki kecenderungan subjektif dalam penyelenggaraan tugas dan kewenangannya. Oleh 
karena itu diharapkan dalam lembaga ini memiliki independensi yang kuat untuk dapat 
menunjang fungsi DPRD.  
Kata Kunci : Badan Kehormatan DPRD, Kode Etik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
